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ABSTRAK  

 

Kekuatan perekonomian yang terbesar di Kabupaten Bantul adalah pasar 

tradisional yang merupakan karakteristik ekonomi rakyat. Pasar tradisional 

merupakan tempat jual beli dan interaksi sosial masyarakat Kabupaten Bantul. 

Sehingga ketika pasar tradisional mulai digeser dengan keberadaan toko modern 

yang banyak bermunculan di Kabupaten Bantul, masalah akan timbul ketika 

keseimbangan kedua kekuatan ekonomi itu tidak diimplementasikan secara serius. 

Seperti masih banyak toko modern yang melanggar ketentuan yaitu tentang jarak, 

jam operasional dan perizinan, maka harus ada koreksi atas implementasi 

peraturan tersebut. Implementasi sesuai dengan Perda No.17 Tahun 2012 Tentang 

Pasar yang merupakan dasar hukum untuk menjaga sinergitas pasar tradisional 

dan toko modern di Kabupaten Bantul.  

Penelitian ini merupakan field research atau penelitian lapangan yaitu 

penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Teknik 

pengumpulan data penelitian ini adalah yang berupa studi lapangan dan studi 

kepustakaan. Studi lapangan dengan wawancara langsung dengan respoden dan 

mengambil data dari respoden kepada Kantor Pengelolaan Pasar, Dinas Perijinan, 

Kantor SATPOL PP, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, 

dan APPSI (Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia) cabang Bantul. Studi 

kepustakaan yang dilakukan dengan cara mendokumentasikan dokumen dan 

literatur yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian mencari uraian 

menyeluruh dan cermat tentang pelanggaran Perda No.17 Tahun 2012 Tentang 

Pasar untuk langsung mencari dan mengumpulkan data atau masalah yang diteliti 

dari narasumber dan data lapangan. 

 Dari hasil penelitian pengelolaan pasar tradisional dan toko Modern 

Berdasarkan Perda No.17 Tahun 2012, masih terdapat pelanggaran dalam 

implementasinya. Adapun pelanggaran seperti : tentang pengaturan jarak antara 

pasar tradisional dengan toko modern, jam operasional toko modern yang masih 

menyalahi aturan dan masih banyak toko modern yang tidak mempunyai izin. 

Pelanggaran yang seharusnya bisa dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Perda 

No.17 Tahun 2012, tetapi masih dilanggar oleh toko modern. Sehingga 

pengelolaan pasar tradisional dan toko modern di Kabupaten Bantul belum 

optimal. Padahal Perda No.17 Tahun 2012 bertujuan melindungi pasar tradisional 

agar bisa bersinergi dengan toko modern untuk pembangunan perekonomian 

Kabupaten Bantul. Sehingga tercapai tujuan otonomi daerah yaitu untuk 

kesejahteraan masyarakat daerah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini sektor perdagangan adalah salah satu sektor yang berperan 

penting dalam perekonomian masyarakat.
1
 Perdagangan sebagai pondasi 

perekonomian dalam pembangunan di Kabupaten Bantul. Perekonomian 

Kabupaten Bantul sangat di dominasi oleh sektor perdagangan sebagai poros 

pengeraknya adalah pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan tempat 

berinteraksi sosial antara penjual dan pembeli secara langsung yang 

merupakan karakteristik perekonomian masyarakat Kabupaten Bantul. Dalam  

era globalisasi sekarang ini pasar tradisional di hadapkan dengan maraknya 

toko modern yang bermuculan yang menjadi ancaman serius terhadap pasar 

tradisional. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri 

menjual berbagai barang secara eceran yang dikelola secara modern.
2
  

Toko modern yang bermunculan di Kabupaten Bantul semakin 

bertambah banyak. Terbukti keberadaan toko modren sampai di pelosok 

Kabupaten bahkan sampai kecamatan dan desa. Berdampak langsung 

terhadap keberadaan pasar tradisional. Sehingga pasar tradisional dan toko 

modern harus ditata agar berjalan secara sinergis. Untuk itu harus ada 

                                                           
1
 Ananta Heri Pramono dkk, Menahan Serbuan Pasar Modern “ Strategi Perlindungan 

dan Pengembangan Pasar Tradisional, (Yogyakarta : Lembaga Ombusdsman Swasta DIY, 2001),  

hlm. 1. 

2
  Perda No.17 Tahun 2012 Tentang Pasar  

1 
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peraturan yang harus kongkrit sebagai wujud perlindungan terhadap 

keberlangsungan pasar tradisional sebagai karakteristik perekonomian 

masyrakat Kabupaten Bantul. Keberadaan Perda No.16 Tahun 2010 Tentang 

Pasar yang mengatur keberadaan pasar tradisional masih dirasa belum bisa 

memberi perlindungan terhadap pasar tradisional itu sediri. Sehingga pada 

tahun 2012 Perda tersebut diubah menjadi Perda No.17 Tahun 2012 yang 

seharusnya lebih menjamin untuk melindungi keberlangsungan pasar 

tradisional.  

 Pasar tradisional mempunyai tantangan berat dengan banyaknya toko 

modern yang ada di Kabupaten Bantul saat ini.  Bermunculan toko modern 

salah satu beban berat yang harus dihadapi pedagang pasar tradisional. 

Perlindungan yang seharusnya lebih menjamin dengan adanya Perda baru 

namun realita masih juga pedagang pasar tradisional tidak merasakan  

dampak atas Perda tersebut.  

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan toko modern masih banyak 

dijumpai seperti pelanggaran tentang jarak pendirian, jam operasional dan 

masih banyak toko modern yang belum memiliki izin. Sehingga terdapat 

pelanggaran Perda yang lebih serius yang dilakukan oleh toko modern 

terhadap Perda No.17 Tahun 2012. Pengaruh terbesar pada pasar tradisional 

seperti dengan penurunan omset jualan yang terjadi di pasar tradisional di 

wilayah Kabupaten Bantul. 

Pedagang pasar tradisional juga dihadapkan pada permasalahan-

permasalahan lain. Perubahan preferensi konsumen pasca ekspansi ritel 
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modern juga menjadi tantangan tersendiri bagi perkembangan pasar 

tradisional. Perlindungan yang semestinya kongkrit dengan adanya Perda 

No.17 Tahun 2012 malah menjadi semakin parah. Keberadaan kekuatan 

Perda tersebut semakin harus dicermati lagi.  

Padahal pertumbuhan toko modern sangat pesat khususnya di 

Kabupaten Bantul, sehingga dari data dinas perizinan hanya tercatat 47 toko 

modern  yang  berjejaring di Kabupaten Bantul.
3
 Data tersebut menjadi sangat 

bertolak belakang dengan realita di lapangan. Kondisi ini tentu menjadi 

permasalahan tentang kebijakan perlindungan dan pengelolaan pasar 

tradisional. 

Kebijakan yang sudah mengatur ini antara lain yaitu Perpres 112 

tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar tradisional, Pusat 

perbelanjaan dan toko modern maupun Permendag yang mengatur 

pedomannya, tetapi belum bisa melindungi pasar tradisional. Lebih lanjut 

bahwa pasar tradisional masih merupakan wadah utama penjualan produk-

produk ekonomi rakyat seperti petani, nelayan, pedagang kerajinan tangan 

dan produk  rumah tangga.
4
 

Pasar tradisional menjadi sandaran hidup bagi banyak orang dan 

sebagai wadah interaksi sosial yang sangat kental. Sesuai dengan sistem 

perekonomian yang di atur dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang 

ditekankan pada ayat 1 yang berbunyi Perekonomian disusun sebagai usaha 

                                                           
3
http://cybernasonline.com/cybernas/index.php?content=news&news=907  di akses pada 

hari rabu tanggal 20 /03/2013 jam 11.45 WIB. 

4
  Ananta Heri Pramono dkk, Menahan Serbuan Pasar Modern ......,  hlm.3. 

http://cybernasonline.com/cybernas/index.php?content=news&news=907
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bersama atas asas kekeluargaan. Dengan demikian didalam kerangka otonomi 

setiap daerah dapat mengatur urusan rumah tangganya sendiri dalam 

menggelola keseimbangan antara pasar tradisional dan toko modern sebagai 

wujud pelayanan terhadap masyarakat. 

Pembentukan daerah otonom agar masyarakat mendapat pelayanan 

prima demi kesejahteraan masyarakat. Tolak ukur otonomi daerah apabila 

terwujudnya kehidupan lebih baik, lebih adil, dalam memperoleh penghasilan 

atau pendapatan dan terlindunginya dari berbagai macam gangguan dan 

tercipta rasa aman. Aspek penting dalam otonomi daerah adalah pemerintah 

daerah mampu memberdayakan masyarakat sehingga mampu mandiri. Upaya 

pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pemberdayaan 

ekonomi dimana masyarakat memperoleh perlindungan dan kesempatan 

untuk mengembangkan aktivitas ekonominya sehingga dapat bersaing dengan 

toko modern.
5
 Semua ini dilakukan karena pasar tradisional merupakan 

cerminan kondisi masyarakat di Kabupaten Bantul. 

Pasar tradisional merupakan aset pemerintah daerah karena begitu 

banyaknya pasar yang ada di Kabupaten Bantul. Sehingga salah satu 

penopang pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari restribusi setiap 

harinya. Jumlah tersebut sangat besar dari pada pajak yang dibayar oleh toko 

modern secara keseluruhan yang ada di Kabupaten Bantul. Peningkatan 

perekonomian daerah merupakan sebagian pembangunan dalam mewujudkan 

                                                           
5
  HAW.Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia “ Dalam Kerangka Sosialisasi 

UU No. Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah”,(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005), 

hlm.91. 
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kesejahteraan masyarakat Bantul secara menyeluruh. Sehingga pemerintah 

daerah berkewajiban untuk menumbuhkembangkan dan menfasilitasinya 

secara optimal. Dengan demikian otonomi daerah dapat sejalan dan selaras 

sesuai keadaan masyarakat secara nyata. 

Sehingga realita yang ada Perda No. 17 Tahun 2012 Tentang Pasar  

sebagai wujud perlindungan pedagang pasar tradisional dalam kerangka 

otonomi daerah dapat dioptimalkan sebagai wujud perlindungan terhadap 

pedagang pasar tradisional. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membuat 

penelitian dengan judul : “Pengelolaan Pasar Tradisional dan Toko Modern 

Berdasarkan Perda No.17 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pasar Dalam 

Kerangka Otonomi Daerah di Kabupaten Bantul”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang masalah diatas, timbul permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengelolaan pasar tradisional dan toko modern setelah 

adanya Perda No.17 Tahun 2012 Tentang Pasar di Kabupaten Bantul 

dalam kerangka otonomi daerah ? 

2. Apakah hambatan dalam pengelolaan pasar tradisional dan toko modern 

setelah berlakunya Perda No.17 Tahun 2012 ? 
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C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pengelolaan pasar tradisional dan toko modren 

setelah adanya Perda No.17 Tahun 2012 dalam kerangka otonomi 

daerah di Kabupaten Bantul. 

b. Untuk mengetahui hambatan setelah berlakunya Perda No.17 Tahun 

2012 di Kabupaten Bantul dalam pengelolaan pasar tradisional dan 

toko modern. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Menjadikan penelitian ini sebagai salah satu bahan masukan 

terhadap desain keseimbangan antara pasar tradisional dan toko 

modern di Kabupaten Bantul . 

b. Sebagai gambaran realita yang ada di Kabupaten Bantul setelah 

diundangkan Perda No.17 Tahun 2012 terhadap pengelolaan pasar 

dan penataan toko modern dalam kerangka otonomi daerah. 

D. Telaah Pustaka 

Banyak pemikiran tentang ekonomi kerakyatan yang bersumber dari 

kebersamaan serta kekeluargaan, seperti yang disampaikan oleh Sri Edi 

Swasono “Bahwa ekonomi Indonesia berdasarkan paham kebersamaan yang 

menjadi tiang penyangga yang berbeda dengan paham liberalisme”.
6
 

Sehingga diperlukan perjuangan antara pemangku jabatan dengan 

                                                           
6
  Sri-Edi Swarsono, “Konsolidasi Keindonesiaan”, Makalah di sampaikan pada acara  

Round Table Discusion, diselenggarakan PPAD Pusat dan Gerakan Beli Indonesia di kampus 

Kebangsaan Unervesitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta, 15 Maret 2012, hlm. 1. 
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masyarakat, agar tercipta keharmonisan perekonomian. Perekonomian 

masyarakat Kabupaten Bantul digerakan oleh sektor pasar tradisional. 

Sehingga harus ada penataan antara pasar dengan toko modren yang sesuai 

karakteristik perekonomian di Kabupaten Bantul. Penting untuk dicermati 

Perda tersebut sangat vital terhadap perkembangan perekonomian 

masyarakat. Meski tidak dapat dipungkiri bahwa kedua kekuatan ekonomi 

tersebut harus berjalan seiringan antara pasar dengan toko modren itu sendiri.  

Adapun skripsi yang membahas di antaranya yang ditulis oleh Adilla 

dengan judul “Peraturan Bupati Bantul No.12 Tahun 2010 Tentang Penataan 

Toko Modern dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam”, maka penulisan 

sekripsi ini lebih menitik beratkan tentang penataan menurut filsafat hukum 

islam.
7
  Bahwa skripsi ini menitik beratkan pentingnya perlindungan terhadap 

pedagang pasar dan kemaslahatan pasar tradisional terhadap kesejahteraan 

masyrakat yang sesuai dengan hukum islam. Peraturan Bupati tersebut sudah 

sesuai dengan ajaran islam. Sehingga skripsi ini menjadi salah satu bahan 

acuan penyusun untuk mengkorelasikan tulisan dan pendapat skripsi ini 

dengan realita ketika Perda No.17 Tahun 2012 Tentang Pasar, karena prinsip 

filsafat hukum islam sangat sesuai dengan tujuan otonomi daerah. Dengan 

adanya kebijakan tersebut kesejahteraan pedagang pasar tradisional serta 

kesenergisan kedua sektor ekonomi tersebut untuk pembangunan Kabupaten 

Bantul.  

                                                           
7
Adilla, “Peraturan Bupati Bantul No. 12 Tahun 2010 Tentang Penataan Toko Modern  

Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam”,  Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat 

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta,  Tahun 2011, Skripsi tidak dipublikasikan. 
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Serta skripsi lain yang ditulis Irwan Hayat dengan judul “Politik Idam 

Samawi Peraturan Bupati Bantul No.12 Tahun 2010 Tentang Penataan Toko 

Modern di Kabupaten Bantul”.
8
 Di skripsi ini lebih mendalami gaya 

kepemimpinan Idam Samawi sebagai Bupati Bantul dalam melindungi 

pedagang pasar tradisional. Politik yang memihak pada karakteristik 

masyarakat Kabupaten Bantul. Skripsi tersebut  sebagai salah satu masukan 

dalam penulisan skripsi ini karena Perda ini tidak dapat dipisahkan dengan 

politik pemimpin sebelumnya. Sehingga era globalisasi ini pemerintah harus 

segera tanggap akan permasalahan yang dirasakan oleh pedagang kecil, 

pedagang pasar tradhisional dan koperasi. Dari dampak globalisasi banyak 

menjamur toko modren yang berbentuk waralaba. Pengelolaan toko modren 

ini yang bisa mematikan pendapatan pedagang kecil, dikarenakan perbedaan 

yang sangat mendasar dari segi modal, pelayanan dan kebersihan. 

Menjadi salah satu bahan acuan penyusun untuk mengkorelasikan 

berbagai tulisan dan pendapat skripsi yang dahulu. Menjadikan Peraturan 

Daerah wujud perlindungan terhadap kedua belah pihak agar saling 

bersenergi yang akan berkembang bersama-sama. Agar lebih tertib perlu 

adanya penataan toko modern. Penataan meliputi banyak hal yang di jabarkan 

dari luas bangunan, jarak bangunan, jam operasional dan perizinan. 

Mengingat bahwa dampak pelanggaran Perda tersebut yang di 

hasilkan sangat besar terhadap perekonomian yang ada dalam masyarakat 

                                                           
8
 Irwan Hayat, “Politik Idam Samawi Peraturan Bupati Bantul No. 12 Tahun 2010 

Tentang Penataan Toko Modren di Kabupaten Bantul”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum 

Jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Tahun 2011, Skripsi tidak 

dipublikasikan. 
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bantul yang sebagian besar adalah masyarakat yang menjunjung tinggi 

ekonomi kerakyatan. Sebagai pondasi perekonomian Kabupaten Bantul pasar 

tradisional berperan sangat penting. Sehingga penataan toko modern di 

Kabupaten Bantul sangat diperlukan sebagai wujud kemampuan pihak 

pemerintah kabupaten untuk mengoreksi ulang baik terhadap kinerja Perda 

serta kinerja kelembagaannya. Analisa kebijakan yang harusnya di lakukan 

untuk mengkoreksi kinerja Perda tersebut terhadap penataan toko modern di 

Kabupaten Bantul. 

Sedangkan analisa kenerja kelembagaan yang semestinya dilakukan 

dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sehingga 

kelembagaan yang nantinya terbentuk adalah berdasar pada kebutuhan 

masyarakat bukan berdasar kepentingan Pemerintah  Kabupaten yang semata-

mata arogansi Kabupaten untuk menekan masyarakat itu sendiri ataupun 

hanya memenuhi apa yang tertera dalam peraturan pemerintah seperti PP 

NO.08 Tahun 2003. Kebijakan Perda apabila di keluarkan merugikan 

masyarakat, tentunya dilakukan pengkoreksian .
9
 

Pada saat Perda Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010  tentang 

Pengelolaan Pasar diundangkan terdapat banyak yang harus dikoreksi. 

Sehingga setelah berjalan banyak koreksi yang menjadikan diterbitkan Perda 

baru yaitu Perda No.17 Tahun 2012 yang saat ini sudah diundangkan dan 

sesuai dengan tujuan hukum menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, 

menciptakan ketertiban serta keseimbangan.  

                                                           
9
 D.Juliantara, Pembaruan Kabupaten Mewujudkan Kabupaten Partisipatif  (Yogyakarta: 

Pustaka Jogja Mandiri, 2004), hlm. 4. 
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Daerah yang mampu menjalankan partisipasi sesuai keinginan 

masyarakat sesuai dengan kerangka otonomi. Masih banyak pasar tradisional 

dibandingkan dengan toko modern menjadi salah satu aset pembangunan di 

Kabupaten Bantul. Dengan pasar tradisional yang ada sekarang pendapatan 

asli daerah di Kabupaten Bantul semakin naik. Sesuai dengan tujuan utama 

penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan 

publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga 

mesin utama pelaksanaan otonomi daerah dan denstralisasi, yaitu : 

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayananan publik serta 

kesejahteraan masyarakat. 

2. Menciptakan efensiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah. 

3. Memberdayakan dan menciptakan ruang masyarakat untuk berpartisipasi 

dalam proses pembangunan.
10

 

 

E. Kerangka Teoritik 

   Indonesia merupakan negara hukum, yang unsur utamanya 

menjamin kepastian hukum masyarakat agar memperoleh perlindungan 

hukum. Sehingga negara mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan. 

Pemerintah Daerah sebagai perwujudan negara di daerah, maka wajib 

melindungi masyarakat daerah sesuai dengan prinsip negara hukum. Terkait 

dengan perlindungan tersebut Pemerintah Daerah dapat mengeluarkan 

Peraturan Daerah sebagai wujud nyata perlindungan hukum. Peraturan yang 

                                                           
10

  Mardiasmo , Otonomi dan Menejemen Keuangan Daerah, (Yogyakarta: ANDI, 2004), 

hlm. 59. 
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sesuai dengan keadaan masyarakat di Kabupaten Bantul. Konsep negara 

hukum sangat ideal sebagai dasar untuk memberi kepastian kepada 

masyarakat, yaitu suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum 

yang berlaku yang berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi secara 

demokratis.
11

 

Dalam era otonomi daerah menurut UU No.32 Tahun 2004 daerah 

dapat membuat Peraturan Daerah sesuai keinginan dan partisipasi 

masyarakat. Kedepannya pemerintah berperan aktif sesuai dengan prinsip 

(good governance) melalui pelayanan dan kebijakan publik sesuai dengan 

aspirasi serta keinginan masyarakat. Pemerintahan yang baik (good 

governance) harus memenuhi tiga indikator, yaitu responsiveness, 

responsibilitiy dan accountability. 

1. Responsiveness atau responsivitas  adalah daya tanggap penyedia layanan 

penyedia layanan harapan, keinginan, aspirasi maupun tuntutan penguna 

layanan. 

2. Responsibility atau responsibilitas adalah suatu ukuran yang menunjukan 

seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan sesuai 

dengan prinsip-prinsip atau kententuan-kententuan administrasi dan 

organisasi yang benar dan ditetapkan. 

                                                           
11

  Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern: Rechtstaat, (Bandung:PT Refika 

Aditama, 2009), hlm. 3. 
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3. Accountabilility atau akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukan 

seberapa besar proses penyelenggaran pelayanan sesuai dengan kepentingan 

stakholders dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat.
12

  

 Dari tiga unsur tersebut Pemerintah Daerah berkewajiban untuk 

melindungi keberadaan pasar tradisional sebagai bentuk proteksi keberadaan 

toko modern. Sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul mengeluarkan 

Perda No.17 Tahun 2012. Kebijakan itu dibuat untuk melindungi keberadaan 

pasar tradisional di Kabupaten Bantul. Pengelolaan pasar dan  toko modern 

setelah terbitnya Perda No.17 Tahun 2012 Tentang Pasar di Kabupaten Bantul. 

Pengelolaan untuk menjaga keseimbangan antara pasar tradisional dan toko 

modern di Kabupaten Bantul. Menjadikan kabupaten yang partisipatif terhadap 

permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat. Pemerintah daerah 

yang mempunyai kewenagan untuk melindungi keberadaan pasar tradisional 

dari salah satu fungsi otonomi daerah. Dalam membuat aturan seharusnya 

mengacu terhadap teori otonomi daerah. Kesejahteraan masyarakat menjadi 

periroritas utama untuk itu harus dibuat peraturan tentang perlindungan 

terhadap pedagang pasar tradisional. 

Dengan semangat melindungi itu, Perda No.17 Tahun 2012 dibuat 

Pemerintah Kabupaten Bantul. Penerapan setelah Perda dibuat mempunyai 

dampak terhadap keberadaan pasar tradisional dan toko modern. Untuk itu 

pengaturan dan pengelolaan toko modern harus dicermati sebagai perlindungan. 
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  Agus Dwiyanto, Mewujudkan Good Goverrnance: Melalui Pelayanan Publik, 

(Yogyakarta, Gajah Mada Uneversity Press, 2008), hlm. 144. 
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Dengan adanya toko modern yang bermunculan terdapat persoalan dalam hal 

perizinan. Kebijakan yang berbentuk izin harus mencerminkan sesuai dengan 

karakteristik perekonomian masyarakat Kabupaten Bantul. Sehingga tujuan 

negara untuk mesejahterakan itu tercapai. Perizinan menurut Bagirmanan 

“Bahwa merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan 

perundang-perundagan untuk memperuraikan tindakan dan perbuatan tertentu 

yang secara umum dilarang”.
13

 Sehingga harus dicermati dengan serius tentang 

pengelolaan pasar tradisional dan toko modern yang sudah diatur namun masih 

banyak pelanggaran yang terjadi di lapangan. Daya tarik pengelolaan pasar 

tradisional dan toko modern di Kabupaten Bantul, diperlukan pengawasan 

bagaimana pengelolaan pasar tradisional dan toko modren setelah adanya Perda 

No.17 Tahun 2012. Realita yang ada menjadi inspirasi penulis dalam penelitian 

ini.   

Apa yang akan dibahas nanti merupakan keadaan nyata permasalahan 

yang ada, setelah berlakunya Perda tersebut di Kabupaten Bantul. Untuk 

memaknai pemikiran dan implementasi sistem ekonomi Pancasila dalam 

membangun The power of locality. Kekuatan  lokal adalah modal sosial untuk 

mengembangkan ekonomi itu sendiri. Keberadaan pasar tradisional sangat 

efektif untuk menjaga kesoliditas masyarakat dalam sosial ekonomi itu 

sendiri.
14

 

                                                           
13

 http://ikomatussuniah-design.blogspot.com/2012/03/hukum-perizinan.html diakses 

tanggal 20 Juni 2013 

14
  Mubyarto , Ekonomi Pancasila : Lintasan Pemikiran Mubyarato, (Yogyakarta:Adtiya 

Media, 1997), hlm. 180 - 182. 

http://ikomatussuniah-design.blogspot.com/2012/03/hukum-perizinan.html
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The Power of Locality adalah suatu jawaban besar dari pencarian 

kekuatan tandingan globalisasi kapitalis yang melahirkan banyak 

permasalahan,  salah satunya ketimpangan antara toko modern  dengan pasar 

tradisional.
15

 Sehingga muncul sebuah anggapan program pemerintah 

menggusur orang miskin bukan menggusur kemiskinan itu sendiri. Sehingga 

kesenjangan ekonomi menimbulkan pemisahan sosial. Kemudian harus ada 

keseimbangan dalam pengelolaan antara pasar tradisional dan tolo modern. 

Pengelolaan yang dimaksud juga mempunyai arti melindungi pasar 

tradisional dari dampak atas maraknya toko modern di Kabupaten Bantul. 

Dampak persaingan yang tidak seimbang yaitu pedagang kecil atau pedagang 

pasar yang tidak tersistem dengan baik. Diharuskan peran Pemerintah 

Kabupaten memberikan perhatiaan serius. Bagaimana  pengelolaan pasar dan 

toko modern dalam Perda No.17 Tahun 2012 dilihat dari kerangka otonomi 

daerah.  

Dengan adanya perlindungan terhadap pasar tradisional merupakan 

kewajiban pemerintah daerah. Otonomi daerah merupakan keluasaan daerah 

untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Sehingga memanfaatkan secara 

optimal pasar tradisional sebagai penyumbang pendapatan daerah. 

Menurut hemat penulis sebagaimana mestinya ada koreksi atas 

pengelolaan pasar dan toko modern sudah sesuai atau masih ada yang kurang. 

Sehingga lebih fokus akan pengelolaan pasar taradisional dan toko modern 

                                                           
15

 Popy Ismalina, “Globalisasi Kekuatan lokal dan Sistem Ekonomi Pancasila,” Makalah 

ini disampaikan Seminar  Bulanan ke 30 PUSTEP UGM diselenggarakan PUSTEP UGM, 

Yogyakarta, 5 Juli 2005, hlm.  1 – 3. 
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yang masih tidak tertata walaupun sudah ada Perda yang mengaturnya. 

Sehingga harus ada pengawasan dari semua pihak untuk mengoptimalkan 

semua fungsi pengawasannya. Supaya Perda No.17 Tahun 2012 Tentang 

Pasar sebagai perlindungan pedagang kecil dapat bermanfaat sebagai wujud 

perlindungan terhadap masyarakat kecil sebagai tujuan otonomi daerah yang 

nantinya mampu menjadi kekuatan perekonomian untuk pembangunan 

kabupaten bantul yang lebih maju.  

B. Metode Penelitia 

F. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini akan menggunakan metode yang meliputi : jenis 

penelitian, sifat penelitian, pengumpulan data dan analisis. 

1. Jenis penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian  lapangan (field research), yakni 

penelitian yang dilakukan di Kabupaten Bantul untuk menggali dan 

meneliti data yang berkenaan dengan persoalan yang tentang pengelolaan 

pasar tradisonal dan toko modern setelah adanya Perda No.17 Tahun 

2012 dengan kerangka otonomi daerah. 

2. Sifat Penelitian  

Penelitian ini bersifat deskritif  analitik, yaitu mencari uraian menyeluruh 

tentang pengelolaan pasar tradisional dan toko modern setelah 

berlakunya Perda No.17 Tahun 2012 Tentang Pasar dan hambatannya di 

Kabupaten Bantul. Setelah berbagai macam hasil telah di dapatkan maka 

dianalisa. 
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3. Pengumpulan Data 

Dalam proses pengumpulan data, penyusun menggunakan beberapa 

metode yaitu :  

a. Dokementasi adalah pengumpulan data pendukung di Dinas 

Perijinan, Kantor Pengelolaan Pasar, Bagian Hukum, SATPOL PP di 

Kabupaten Bantul. 

b. Obeservasi adalah pencatatan sistematis keadaan pengelolaan pasar 

tradisional dan toko modern setelah berlakunya Perda No.17 Tahun 

2012 Tentang Pasar di Kabupaten Bantul. 

c. Intervew dengan berbagai narasumber yaitu dengan Kepala Kantor 

Pengelolaan Pasar, Ketua DPD APPSI, Kepala Dinas Perizinan 

Kabupaten Bantul. 

4. Fokus Penelitian 

a. Bagaimana  keadaan pengelolaan pasar tradisional dan toko modern 

setelah adanya Perda No.17 Tahun 2012 Tentang Pasar dalam 

kerangka otonomi daerah di Kabupaten Bantul. 

b. Hambatan-hambatan serta solusi dalam implementasi Perda No.17 

Tahun 2012 Tentang Pasar terhadap penataan toko modren di 

Kabupaten Bantul. 

5. Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Primer: bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

mengikat dengan penelitian.Sebagai berikut : 

1) UUD 1945 
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2)  Undang-Undang Nomor15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta 

3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 

4) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan 

Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelanjaan Dan 

Toko Modern 

5) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/ DAG/ PER/ 12/2008 

Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, 

Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern 

6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 

Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional 

7) Perda No.16 Tahun 2010 Tentang Pasar 

8) Perda No.17 Tahun 2012 Tentang Pasar 

b. Bahan Hukum Sekunder yakni berupa literatur, jurnal dan data 

elektronik. 

c. Literatur, berupa buku-buku yang memberikan penjelasan mengenai 

tentang pemerintahan daerah,hukum administrasi daerah, buku 

otonomi daerah, buku tentang ekonomi Pancasila. 

d. Jurnal, makalah, dan hasil seminar yang berkaitan  

e. Data-data yang berasal dari internet 

f. Bahan Hukum Tersier berupa kamus dan ensiklopedi 
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6. Metode pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka yakni dengan 

mengkaji Perda No.17 Tahun 2012 Tentang Pasar dengan peraturan-

peraturan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan pasar 

tradisional dan toko modern di Kabupaten Bantul. 

7. Wawancara yakni dengan mengajukan pertanyaan kepada : 

a. Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul 

b. Ketua APPSI cabang Kabupaten Bantul 

c. Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul 

d. Dan lain-lainnya 

8. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan  yuridis 

sosiologis adalah pendekatan dari sudut pandang praktek hukum yang 

sesuai dengan kondisi masyarakat sesuai dengan ketentuan Perda No.17 

Tahun 2012 Tentang Pasar. 

9. Analisis Data 

Analisis data yang telah dikumpulkan akan diidentifikasi dan dilakukan 

setelah melakukan penelitian di Kabupaten Bantul setelah berlakunya 

Perda No.17 Tahun 2012 Tentang Pasar, baik data yang telah diperoleh 

dari hasil studi dokumentasi dari bahan hukum primer, skunder, dan 

tersier serta hasil dari wawancara, kemudian seluruh data yang diperoleh 

dari studi lapangan tersebut disajikan secara deskriptif dan dianalisis. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Dalam skripsi ini akan menjadi lima bab yang akan ada sub bab di tiap 

babnya, dengan memperhatikan keterkaitan pada masing - masingnya. 

Bab pertama memuat tentang pendahuluan yang berisi : latar belakang 

masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka 

teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua Kebijakan pengelolaan pasar tradisional dan toko modern 

berdasarkan Perda No.17 Tahun 2012 di Kabupaten Bantul. Di dalamnya 

sertai dengan Profil Kabupaten Bantul, letak geografis, Sejarah berdiri, Visi 

dan Misi pemerintah Kabupaten Bantul, Pengelolaan pasar tradisional 

berdasarkan Perda No.17 Tahun 2012, dan Pengelolaan toko modern 

berdasarkan Perda No.17 Tahun 2012. 

Bab  ketiga membahas  Otonomi Daerah yaitu tentang arti,hakekat, 

tujuan dalam kaitannya dengan pengelolaan pasar tradisional dan toko 

modern di Kabupaten Bantul berdasarkan Perda No. 17 Tahun 2012 sebagai 

kebijakan daerah di Kabupaten Bantul. 

Bab keempat, penyusun menganalisa sejauhmana kebijakan 

pengelolaan pasar di Kabupaten Bantul, dalam pengelolaan pasar tradisional 

dan modren dengan mempertimbangakan segala macam hasil riset apakah 

pengelolahan pasar tradisional dan toko modren sudah sesuai dengan Perda 

No.17 Tahun 2012 dengan kerangka otonomi daerah. 

Bab kelima, menyimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan yang di 

ajukan dan memeberikan kesimpulandan saran penelitian terkait dengan 



20 

 

temuan-temuan di lapangan mengenai pengelolaan pasar tradisional dan toko 

modren sudah sesuai dengan Perda No.17 Tahun 2012 dalam kerangka 

otonomi daerah di Kabupaten Bantul. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan Penelitian Pengelolaan Pasar Tradisional Dan Toko Modern 

Setelah Adanya Perda No.17 Tahun 2012 Tentang Pasar Dalam 

Kerangka Otonomi Daerah Di Kabupaten Bantul Dapat Diambil 

Kesimpulan sebagai berikut : 

a. Pengelolaan pasar tradisional  perekonomian masyarakat Kabupaten 

Bantul, setelah  berlakunya Perda tersebut masih dirasakan pedagang 

pasar tradisional belum melindungi hak-hak pedagang secara 

keseluruhan. Sehingga harus ada ketegasan perlindungan  

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam kerangka otonomi 

daerah sebagai perlindungan terhadap pedagang pasar tradisional. 

b.  Kebijakan pengelolaan pasar tradisional sebagai tujuan otonomi 

daerah dalam melindungi masyarakat yang seharusnya memberi 

perlindungan secara substansial di Perda No.17 Tahun 2012 

harusnya memberikan perlindungan dan pengembangan pasar 

tradisional di Kabupaten Bantul, namun dirasakan Perda tersebut 

tidak bisa membendung bermuculannya toko modern sampai dengan 

plosok-plosok di Kabupaten Bantul. 

c. Pengelolaan pasar tradisional seharusnya yang dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul seharusnya sesuai dengan 

78 
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Perda No.17 Tahun 2012 Tentang Pasar dengan prinsip otonomi 

yang nyata dan bertanggung jawab. Kerangka otonomi daerah 

memberikan kewenagan daerah secara lebih kepada daerah untuk 

mengetahui keperluan daerahnya sendiri. 

d. Seharusnya pengelolaan pasar tradisional diharapkan menjadi 

potensi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari 

restribusi pasar tradisional harus di maksimal hasilnya. Kerangka 

otonomi daerah bertujuan untuk mengali potensi daerah secara 

maksimal untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat daerah 

itu sediri. 

e. Pengelolaan pasar tradisional secara maksimal dapat meminimalisir 

pelanggaran Perda No.17 Tahun 2012 karena masih banyak 

pelanggaran tentang jarak, jam operasional dan perizinan.  Sehingga  

potensi daerah dapat dikelola secara optimal dalam kerangka 

otonomi daerah. 

2. Hambatan-Hambatan Pengelolaan Pasar Tradisional Dan Toko Modern 

Setelah Adanya Perda No.17 Tahun 2012 Tentang Pasar Dalam 

Kerangka Otonomi Daerah Di Kabupaten Bantul 

a. Menurunya omset penjualan para pedagang pasar tradisional di 

Kabupaten Bantul. 

b. Cara penjualan antara pasar tradisional dan toko modern yang 

berbeda. Kebanyakan pasar tradisional menjual produk mentah 

sedangkan toko modern menjual produk dari pabrik. 
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c. Tidak seimbangnya perlindungan yang dilakukan Pemerintah Daerah 

menjadikan pasar tradisional merasa digusur secara terus menerus 

dengan keberadaan toko modern. 

d. Tingkat pendidikan pedagang pasar tradisional cenderung rendah 

dan tidak mengetahui tentang perlindungan Pemerintah Derah yang 

di jabarkan dalam Perda No.17 Tahun 2012 tentang keberadaan 

pasar tradisional. 

e. Banyak pedagang yang tidak mendapatkan pelatihan tentang 

kewirausahaan atau berdagang secara tersistem atau modern. 

f. Akses permodalan pelaku pasar yang masih rendah atau sebagian 

pedagang pasar tradisional mengunakan modal sendiri. 

g. Banyak bangunan pasar yang sudah tidak layak dan terbekalai atau 

minim perawatan karena kemampuan APBD yang sangat kecil untuk 

biaya perawatan dan pembangunan renovasi pasar. 

h. Kurangnya promosi yang dilakukan pedagang pasar tradisional baik 

di media cetak maupun elektronik. 

i. Peraturan Daerah yang tumpul ketika toko modern yang berdiri 

sebelum tahun 2010 di nilai sudah memenuhi syarat-syarat walaupun 

seharusnya ada pembaruan izin demi terwujudnya Peraturan Daerah 

yang melindungi pedagang pasar tradisional. 
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B. Saran 

1. Penguatan terhadap organisasi pedagang pasar untuk mengembangkan 

sumber daya manusia pedagang itu sendiri. Dengan pelatihan bagi 

pedagang pasar tradisional. 

2. Mengembangkan kemitraan dengan toko modern agar senergis untuk 

pembangunan ekonomi di Kabupaten Bantul. 

3. Penataan dan pengelolaan pasar tradisional dengan revitalisasi untuk 

memaksimalkan peran pasar untuk kesejahteraan masyarakat di 

Kabupaten Bantul. 

4. Mendorong DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten 

Bantul berperan aktif untuk mengawasi Perda No.17 Tahun 2012 agar 

sepenuhnya melindungi pasar tradisional yang menjadi karakteristik 

ekonomi masyarakat Kabupaten Bantul. 

5. Mengoptimalkan pasar tradisional sebagai penyumbang pendapatan asli 

daerah (PAD) demi terwujudnya otonomi daerah yang mampu 

menjadikan Kabupaten Bantul mandiri. 

6. Pengawasan kebijakan di lapangan harus diperketat dengan berpedoman 

Perda No.17 Tahun 2012. Tidak segan-segan untuk menidak agar 

terciptanya rasa keadilan dan perlindungan terhadap pedagang pasar 

tradisional. 

7. Melaksanakan Perda Pengelolaan Pasar tersebut secara konsekuen dan 

konsisten. 
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 
 

NOMOR  17   TAHUN 2012 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 
NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN PASAR  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANTUL, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian 

berusaha/berinvestasi serta kepastian hukum bagi pengelola 
pasar di Kabupaten Bantul, diperlukan perlindungan bagi 
pengelola pasar yang telah mampu meningkatkan 
perekonomian di Kabupaten Bantul serta telah memiliki izin 
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

 
b. bahwa keberadaan pasar tradisional dan toko modern di 

Kabupaten Bantul, perlu disesuaikan dengan kondisi, 
kebutuhan masyarakat, serta karakteristik sosial ekonomi 
masyarakat di Kabupaten Bantul agar tercapai keseimbangan 
dalam memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan 
masyarakat; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Bantul Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
  
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah 
Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
1950 Nomor 44); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 
Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 59); 

5. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan 
dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan 
Toko Modern; 

6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-
DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan 
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko 
Modern; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 
tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;  

8. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko 
Modern (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 
2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa 
Yogyakarta Nomor 8); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 
tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan 
Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 
Tahun 2007 Seri D Nomor 11); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 
tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bantul Tahun 2010 Seri C Nomor 16); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
       DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL 

    dan 
     BUPATI BANTUL 

 
     MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG 
PENGELOLAAN PASAR. 

 
Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 
2010 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 
Seri C Nomor 16), diubah sebagai berikut : 

 
1. Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 5, angka 9, angka 14, angka 19 dan angka 21 

diubah, serta diantara angkat 13 dan angka 14 disisipkan 5 (lima) angka baru 
yakni angka 13a, angka 13b, angka 13c, angka 13d, angka 13e, angka 13f, dan 
angka 13g,  sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 1 

 
   Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
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1. Daerah adalah Kabupaten Bantul. 
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

4. Bupati adalah Bupati Bantul. 
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang 
terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis 
Daerah dan Kecamatan. 

6. Kantor Pengelolaan Pasar yang selanjutnya disebut Kantor Pasar adalah 
Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul. 

7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul. 
8. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari 

satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, 
pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. 

9. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, 
Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, Badan Usaha Negara dan 
Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat 
usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang 
kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, 
modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan  melalui tawar 
menawar. 

10. Pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola 
serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. 

11. Pasar Seni Gabusan adalah tempat bertemunya para pengrajin di Kabupaten 
Bantul dalam rangka promosi dan ajang kegiatan seni serta menjual hasil 
kerajinan. 

12.  Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk 
menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual. 

13.  Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai 
jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, 
department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. 

13a. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan 
kegiatan usaha di bidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan 
sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya. 

13b. Minimarket adalah suatu toko modern yang menjual secara eceran barang 
konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya 
dengan ukuran luas lantai penjualan kurang dari 400 m2 (empat ratus 
meter per segi). 

13c. Minimarket berjejaring adalah minimarket yang dikelola oleh Pengelola 
Jaringan Minimarket. 

13d. Supermarket adalah suatu toko modern yang menjual eceran barang 
konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya 
dengan ukuran luas lantai penjualan 400 m2 (empat ratus meter per segi) 
sampai dengan 5000 m2 (lima ribu meter per segi). 

13e. Departemen store adalah suatu toko modern yang menjual secara eceran 
barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan 
penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia 
konsumen dengan ukuran luas lantai penjualan di atas 400 m2 (empat 
ratus meter per segi). 

13f. Hypermarket adalah suatu toko modern yang menjual secara eceran barang 
konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya 
dengan ukuran luas lantai penjualan di atas 5000 m2 (lima ribu meter 
persegi). 
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13g.Grosir/perkulakan adalah suatu toko modern yang menyediakan barang 
konsumsi, menjual barang bukan  secara eceran (secara grosir) dan terdapat 
kegiatan bongkar muat di dalam pusat grosir/perkulakan, dengan ukuran 
luas lantai penjualan di atas 5000 m2 (lima ribu meter per segi). 

14.   Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUTM adalah izin untuk 
dapat melaksanakan usaha pengelolaan toko modern yang diterbitkan oleh 
Pemerintah Daerah. 

15.   Pengelolaan Pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan dalam 
rangka optimalisasi fungsi pasar melalui  perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pengembangan secara 
berkesinambungan. 

16.   Kios adalah bangunan tetap di lingkungan pasar, beratap dan dipisahkan 
dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta 
dilengkapi dengan pintu dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau 
jasa. 

17.   Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar, beratap tanpa 
dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan 
untuk berjualan barang dan atau jasa. 

18.   Pelataran (arahan) adalah tempat di dalam lingkungan pasar yang tidak 
didirikan kios dan atau los dan atau bangunan penunjang pasar lainnya dan 
dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa, termasuk kawasan di 
luar pasar yang bersifat terbuka seperti halaman, jalan, gang dan lain-lain 
dalam batas tertentu yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari 
keberadaan pasar. 

19.   Kawasan Pasar adalah lahan di luar pasar pada radius 200 (dua ratus) meter 
yang menerima/mendapatkan dampak kegiatan ekonomi dan keramaian dari 
keberadaan pasar. 

20.   Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah setempat  
yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang 
disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana tata ruang. 

21.   Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha 
yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 
dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana 
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya 
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

22.   Pedagang adalah orang pribadi atau badan yang memakai tempat untuk 
berjualan barang maupun jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar 
milik  pemerintah daerah. 

23.   Surat hak pemanfaatan tempat berjualan adalah surat yang dikeluarkan oleh 
Kepala Kantor kepada orang pribadi atau badan untuk menggunakan kios 
atau los untuk kegiatan jual beli barang dan atau jasa secara menetap. 

24.   Kartu Bukti Pedagang yang selanjutnya disingkat KBP adalah bukti diri bagi 
pedagang yang mempunyai surat hak pemanfaatan tempat berjualan. 

25.   Kartu Identitas Pedagang yang selanjutnya disingkat KIP adalah bukti diri 
bagi pedagang yang menggunakan pelataran. 

26.   Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah 
Pegawai Negeri Sipil  tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Bantul yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan 
penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan 
pidana. 

27.   Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari 
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak 
pidana yang terjadi serta menemukan tersangka. 
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2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 7 

 
(1) Fasilitas pasar terdiri atas fasilitas utama dan fasilitas penunjang. 
 
(2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kios, los dan 

pelataran. 
 
(3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  terdiri atas : 

a. tempat parkir kendaraan; 
b. tempat bongkar muat barang; 
c. tempat penyimpanan barang; 
d. tempat promosi; 
e. tempat pelayanan kesehatan; 
f. tempat ibadah; 
g. kantor pengelola; 
h. kamar mandi dan cuci (MCK); 
i. sarana pengamanan; 
j. sarana pengelolaan kebersihan; 
k. sarana air bersih; 
l. instalasi listrik; 
m. penerangan umum;  
n. sarana penghijauan dan drainase; dan 
o. sarana penunjang lainnya sesuai kemampuan Pemerintah Daerah. 

 
3. Ketentuan Pasal 13 ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (6), sehingga Pasal 13 

berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 13 
 

(1) Masa berlakunya surat keterangan hak pemanfaatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 ayat (1) diatur sebagai berikut : 
a. bagi pemegang surat keterangan hak pemanfaatan orang pribadi, masa 

berlakunya surat keterangan hak pemanfaatan selama pemegang hak 
masih melakukan kegiatan jual beli di pasar dan dapat diturunkan kepada 
anaknya secara turun temurun;  

b. Apabila pemegang hak sebagaimana dimaksud huruf a meninggal dunia, 
maka hak pemanfaatan kios atau los kembali kepada SKPD pengelola 
pasar, ahli waris (anak) dari pemegang hak pemanfaatan wajib mengajukan 
balik nama paling lama 3 (tiga) bulan sejak pemegang hak meninggal dunia 
dan dibuktikan dengan:  
1. fotocopy akta kematian atau surat kematian dari pejabat yang 

berwenang; dan 
2. fotocopy akta kelahiran pemohon perubahan hak pemanfaatan. 

c. bagi pemegang surat keterangan hak pemanfaatan badan, masa 
berlakunya selama pemegang hak masih melakukan kegiatan usaha di 
pasar. 

 
(2) Surat keterangan hak pemanfaatan tidak dapat dipergunakan sebagai 

jaminan/agunan kepada pihak/lembaga perbankan atau lembaga keuangan 
lainnya. 
 

(3) Surat keterangan hak pemanfaatan  diberikan kepada pedagang maksimal 2 
(dua) unit dalam setiap pasar. 
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(4) Surat keterangan hak pemanfaatan tidak dapat dipindahtangankan kecuali 
ada ijin tertulis dari Bupati atau SKPD yang ditunjuk. 
 

(5) Persyaratan dan tata cara permohonan surat keterangan hak pemanfaatan 
dan pemindahtanganan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

 
(6) Ahli waris pemegang surat keterangan hak pemanfaatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b yang tidak melaporkan kematian pemegang 
surat keterangan hak pemanfaatan dan memohon perubahan nama 
pemegang, dikenakan sanksi administratif oleh Kepala SKPD yang 
membidangi berupa : 
a. peringatan tertulis; 
b. pembekuan surat keterangan hak pemanfaatan; dan/atau 
c. pencabutan surat keterangan hak pemanfaatan. 

 
4. Ketentuan Pasal 14 ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (9), sehingga Pasal 14 

berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 14 
 
(1) Setiap pemegang surat keterangan hak pemanfaatan akan diberikan KBP. 

 
(2) Setiap pedagang yang berjualan di pelataran dalam wilayah pasar akan 

diberikan KIP. 
 

(3) Masa berlaku KBP adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. 
 

(4) Masa berlaku KIP adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. 
 

(5) Permohonan perpanjangan KBP dan KIP harus diajukan paling lama 15 
(limabelas) hari sebelum berakhir masa berlakunya. 
 

(6) KBP dan KIP ditetapkan oleh Kepala Kantor. 
 

(7) Pelayanan KBP dan KIP tidak dipungut retribusi atau gratis. 
 

(8) Tata cara permohonan KBP dan KIP diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Bupati. 

 
(9) Pemegang surat keterangan hak pemanfaatan yang terlambat memperbaharui 

KBP atau KIP melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak masa berlakunya KBP atau 
KIP habis dikenakan sanksi administratif oleh Kepala SKPD yang membidangi 
berupa : 
a. peringatan tertulis; dan 
b. penghentian kegiatan jual beli. 

 
 

5. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB baru yakni BAB VIA, 
sehingga BAB VIA berbunyi sebagai berikut : 

 
 
 
                                                                BAB VIA 

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR 
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6. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 14A, 
sehingga Pasal 14A berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 14A 

 
Retribusi pelayanan pasar akan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri. 

 
7. Pada BAB VII sebelum kata Hak Pasal 16 ditambahkan kata “Bagian Kedua” dan 

sebelum kata Larangan Pasal 17 ditambahkan kata “Bagian Ketiga”, sehingga 
berbunyi sebagai berikut : 
 

Bagian Kedua 
Hak 

Pasal 16 
 

Bagian ketiga 
Larangan 
Pasal 17 

 
8. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 17A, 

sehingga Pasal 17A berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 17A 
 

(1) Setiap pedagang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j, kecuali huruf i dikenakan 
sanksi administratif oleh  SKPD yang membidangi berupa : 
a. penertiban barang dagangan; 
b. penghentian kegiatan jual beli; 
c. pencabutan surat keterangan hak pemanfaatan; dan 
d. pembongkaran bangunan. 

 
(2) Setiap pedagang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 17 ayat (1) huruf i atau mendapatkan surat keterangan hak 
pemanfaatan  selain dari Pemerintah Daerah, dikenakan sanksi administratif 
oleh SKPD yang membidangi berupa : 
a. peringatan tertulis; dan 
b. denda administrasi. 

 
(3) Pemegang Surat keterangan hak pemanfaatan yang melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dikenakan sanksi 
administratif oleh  SKPD yang membidangi berupa : 
a. peringatan tertulis; 
b. penertiban barang dagangan; 
c. penghentian kegiatan jual beli; 
d. pencabutan surat keterangan hak pemanfaatan; dan/atau 
e. pembongkaran bangunan. 

 
(4) Penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai 

dengan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 
 

9. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 21 
 
(1) Lokasi pendirian toko modern mengacu pada tata ruang yang berlaku. 
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(2) Jarak pendirian toko modern dengan pasar tradisional sebagai berikut : 

a. jarak pendirian minimarket dengan ukuran luas lantai penjualan di atas 75 
(tujuh puluh lima) meter persegi dan semua minimarket berjejaring paling 
dekat dalam radius 3.000 (tiga ribu) meter dari pasar tradisional; 

b. jarak pendirian minimarket dengan ukuran luas lantai penjualan sampai 
dengan 75 (tujuh puluh lima) meter persegi yang bukan minimarket 
berjejaring paling dekat dalam radius 500 (lima ratus) meter dari pasar 
tradisional; 

c. jarak pendirian supermarket dan departemen store paling dekat dalam 
radius 3.000 (tiga ribu) meter dari pasar tradisional; 

d. jarak pendirian hypermarket dan perkulakan paling dekat dalam radius 
5.000 (lima ribu meter) meter dari pasar tradisional; dan 

e. jarak pendirian toko modern pada wilayah perbatasan dengan 
Kabupaten/Kota lain, paling dekat dalam radius 1.000 (seribu) meter dari 
pasar tradisonal Kabupaten/Kota di luar daerah. 

 
10. Setelah Bagian Keempat pada BAB VIII ditambah 1 (satu) bagian baru yakni 

Bagian Kelima, sehingga Bagian Kelima berbunyi sebagai berikut : 
 

Bagian Kelima 
Pengaturan Jam Buka 

 
11. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal 21A 

dan Pasal 21B, sehingga Pasal 21A dan Pasal 21B berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 21A 
 
(1) Jam buka atau waktu kegiatan usaha toko modern diatur sebagai berikut : 

a. Minimarket yang berdiri dalam radius 3.000 (tiga ribu) meter dari pasar 
tradisional jam 09.00 WIB sampai dengan jam 24.00 WIB; dan 

b. supermarket, hypermarket, departement store dan grosir/perkulakan : 
1. hari Senin sampai dengan Jum’at, jam 10.00 WIB sampai dengan 22.00 

WIB; dan 
2. hari Sabtu, Minggu dan hari libur, jam 10.00 WIB sampai dengan jam 

23.00 WIB. 
 

(2)Minimarket yang berdiri di luar radius 3.000 (tiga ribu) meter dari pasar 
tradisional atau di wilayah perbatasan dengan Kabupaten/Kota lain, dapat 
melakukan kegiatan usaha di luar ketentuan jam buka sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a. 

 
Pasal 21B 

 
Pengusaha toko modern yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam 21A diberikan sanksi administrasi oleh SKPD yang membidangi berupa : 
a. teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-

masing 7 (tujuh) hari; dan/atau 
b. pencabutan IUTM, apabila pengusaha toko modern tidak melaksanakan 

teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a. 
 

12. Ketentuan BAB XI dihapus. 
 

13. Ketentuan Pasal 24 sampai dengan Pasal 29, dihapus. 
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14. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 diubah sebagai berikut : 
 

Pasal 30 
 

(1) Penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan 
oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah. 
 

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berwenang : 
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau 

laporan berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini 
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; 

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 
sehubungan dengan tindak pidana; 

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak 
pidana; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan 
terhadap bahan bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana; 

g. menyuruh berbenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan 
ruangan atau tempat usaha pada saat pemeriksaan sedang berlangsung 
dan memeriksa indentitas orang, benda, dan/atau dokumen yang 
dibawa; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana; 
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 

tersangka atau saksi; 
j. menghentikan penyidikan; dan/atau 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 

tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
15. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 31 

 

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
12 ayat (1) dan/atau Pasal 17, Pasal 19 ayat (1) dan/atau Pasal 21A diancam 
pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 
Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 
 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  adalah pelanggaran. 
 

16. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 32 
 

Pendirian toko modern yang telah memiliki izin dari Pemerintah Daerah sampai 
dengan tanggal 31 Desember 2010, dianggap telah memenuhi persyaratan 
lokasi sehingga setelah izin atau perpanjangan izinnya habis masa berlakunya 
dapat diberikan IUTM. 
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Pasal II 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul. 
 

Ditetapkan di Bantul 
pada tanggal 10 November 2012 
 
BUPATI BANTUL, 

                                                                                          ttd 
 

 

SRI SURYA WIDATI 
 
Diundangkan di Bantul 
pada tanggal 10 November 2012 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, 
                      ttd 
 

RIYANTONO 
 
 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2012 NOMOR 15 
 
 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
                    Ttd 
 
ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum 
Penata Tingkat I (III/d) 
NIP.196402191986031023 
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PENJELASAN 

 
ATAS 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 

 
NOMOR    17    TAHUN 2012 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 16 TAHUN 

2010 TENTANG PENGELOLAAN PASAR 
 
 

I. UMUM 
 

Peningkatan perekonomian daerah merupakan salah satu tujuan 
pembangunan daerah dalam usaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat 
secara menyeluruh. Dalam usaha meningkatkan perekonomian daerah usaha 
kecil menengah merupakan sektor usaha yang mampu bertahan terhadap 
berbagai krisis ekonomi yang terjadi baik skala nasional maupun regional. 

 
Usaha kecil dan menengah secara mayoritas menggunakan pasar 

khususnya pasar tradisional sebagai tempat melakukan aktifitas jual beli 
barang dan/atau jasa, sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban untuk 
menumbuhkembangkan dan memfasilitasinya secara optimal. Dengan 
demikian sarana dan prasarana kegiatan perdagangan di pasar tradisional 
harus selalu ditingkatkan agar masyarakat menjadi nyaman, aman dan 
membudaya untuk bertransaksi di pasar tradisional. 

 
Di samping, keberadaan toko modern sebagai bagian dari usaha 

perekonomian masyarakat, telah mampu memberikan dampak perekonomian 
bagi masyarakat, antara lain penyerapan tenaga kerja, penampung hasil 
usaha kecil masyarakat, serta memberikan alternatif bagi masyarakat untuk 
memperoleh kebutuhannya. Namun demikian keberadaan toko modern harus 
senantiasa sejalan dengan kebijakan perlindungan pasar tradisional. 

 
Pada saat Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 

tentang Pengelolaan Pasar diundangkan, terdapat beberapa toko modern yang 
memperoleh izin dari Pemerintah Daerah, karena berdirinya telah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu 
keberadaan toko modern dimaksud dipersamakan dengan telah memperoleh 
izin berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 
tentang Pengelolaan Pasar. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum adalah 
menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan 
keseimbangan. Oleh karena itu masyarakat yang taat terhadap hukum yang 
dilindungi agar tercipta kepastian hukum. 

 
II. PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal I 
Angka 1 

Pasal 1 
Cukup jelas 
 



12 
 

 
 

Angka 2 
Pasal 7 

Cukup jelas 
Angka 3 

Pasal 13 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
Ayat (3) 

Cukup jelas 
Ayat (4) 

Cukup jelas 
Ayat (5) 

Cukup jelas 
Ayat (6) 

Dalam pengenaan sanksi administratif Kepala SKPD 
yang membidangi dapat berkoordinasi dan/atau 
dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja. 

Angka 4 
Pasal 14 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Ayat (4) 
Cukup jelas 

Ayat (5) 
Cukup jelas 

Ayat (6) 
Cukup jelas 

Ayat (7) 
Cukup jelas 

Ayat (8) 
Cukup jelas 

Ayat (9) 
Dalam pengenaan sanksi administratif Kepala SKPD 
yang membidangi dapat berkoordinasi dan/atau 
dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja. 

Angka 6 
Pasal 14A 

Cukup jelas 
Angka 7 

Pasal 17A 
Dalam pengenaan sanksi administratif Kepala SKPD yang 
membidangi dapat berkoordinasi dan/atau dibantu oleh 
Satuan Polisi Pamong Praja  

Angka 8 
Cukup jelas 

Angka 9 
Pasal 21 

Ayat (1)  
Cukup jelas 
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Ayat (2) 

Termasuk minimarket berjejaring antara lain minimarket 
dengan sistem waralaba, minimarket cabang dan 
sejenisnya. 

Angka 10 
Cukup jelas 

Angka 11 
Pasal 21A 

Cukup jelas 
Pasal 21B 

Dalam pengenaan sanksi administratif Kepala SKPD yang 
membidangi dapat berkoordinasi dan/atau dibantu oleh 
Satuan Polisi Pamong Praja  

Angka 12 
Cukup jelas 

Angka 13 
Pasal 24 

Dihapus 
Pasal 25 

Dihapus 
Pasal 26 

Dihapus 
Pasal 27 

Dihapus 
Pasal 28 

Dihapus 
Pasal 29 

Dihapus 
Angka 14 

Pasal 30 
Cukup jelas 

Angka 15 
Pasal 31 

Cukup jelas 
Angka 16 

Pasal 32 
Cukup jelas 

Pasal II 
Cukup jelas 
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V 

 

CURRICULUM VITAE 

 

Nama    : Eka Nurwanta 

Tempat / Tanggal Lahir : Bantul / 28 Agustus 1990 

Alamat    : Tegal, Kebonagung, Imogiri, Bantul, Yogyakarta 

Agama    : Islam 

Hobi    : Traveling 

 

Riwayat Pendidikan 

 

Tk     : TK PKK 92 Kebonagung, Imogiri, Bantul 

SD    : SD Negeri Kebonagung 

SMP     : SMP 1 Imogiri 

SMA    : MAN Wonokromo, Pleret, Bantul 

  

Riwayat Organisasi  :  

 

1. IMABA ( Ikatan Mahasiswa Bantul ) Kadep.Kaderisasi 2009 – 2013 

2. IIBF ( Indonesia Islamic Bisnis Forum ) 

3. KNPI Bantul Staff Bidang Hukum dan HAM 

4. Karang Taruna Kabupaten Bantul 

5. PBA ( Pusat Belajar Anggaran ) Staff  

6. GARDA NASDEM DIY Staff Riscue 

7. LMN ( Liga Mahasiswa NASDEM ) 
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